
BUPATI JEMBER 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2022 Lentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima 
daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat 
khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, 
dapal dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang 
Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara 
menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan 
dalam Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 130 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tah un Anggaran 2023, Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/ PMK.07 /2022 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum 
Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya 
Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 211 /PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 
Dana Otonomi Khusus, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 903/21988/201. 1 /2022 ten tang Pagu Indikatif DBH 
CHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 ; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6757); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana teiah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 
Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2023 

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tah un 2019 Nomor 144 7); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 926); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan 
Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor l); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5); 

24.Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 
Nomor 45); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI JEMBER NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan 
sebesar Rp. 3.968.948.294.662,00 (tiga triliun sembilan ratus enam 
puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua 
ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), 
yang bersumber dari: 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 851.853.426.102,00 (delapan ratus lima 
puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus 
dua puluh enam ribu seratus dua rupiah) yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 346.314.000.000,00 (tiga ratus empat 
puluh enam miliar tiga ratus empat belasjuta rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 49.183.557.193,00 (empat puluh 
sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima 
puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada -ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp.6.102.248.169,00 (enam miliar seratus duajuta dua ratus empat 
puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.253.620.740,00 
(empat ratus lima puluh miliar dua ratus Jim apuluh tigajuta enam 
ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 
(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.183.557.193,00 
(empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima 
ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), 
yang terdiri atas : 

a. Retribusi jasa umum; 
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b. Retribusi jasa usaha; dan 
c. Retribusi perizinan. 

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.638.456.179,00 (tiga puluh 
delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus 
lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). 

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.003.653.014,00 (tujuh 
miliar tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat belas 
rupiah). 

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.541.448.000,00 (tiga 
milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh 
delapan ribu rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3). ayat (7) dan ayat (8) diubah, 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 
(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan 
Rp.450.253.620.740,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus 
lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat 
puluh rupiah), yang terdiri atas: 
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; 
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; 
c. Jasa Giro; 
d. Pendapatan Bunga; 
e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; 
f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 
g. Pendapatan dari Pengembalian; dan 
h. Pendapatan BLUD. 

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.1.275.162.150,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta 
seratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). 

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp.17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar 
lima ratus juta rupiah). 

(5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar 
rupiah). 

(6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp.75.240.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh 
ribu rupiah). 



7 

(7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

(8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.600.000.000,00 (sepuluh 
miliar enam ratus juta rupiah). 

(9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
direncanakan sebesar Rp.404.253.218.590,00 (empat ratus empat 
milyar dua ratus lima puluh tigajuta dua ratus delapan belas ribu 
lima ratus sembilan puluh rupiah). 

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 3.116.002.565.560,00 (tiga triliun 
seratus enam belas miliar dua juta lirna ratus enam puluh lima 
ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp.2.831.704.488.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh 
satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan puluh 
delapan ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 284.298.077.560,00 
(dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh 
delapan juta tujuh puluh tujuh ribu 1ima ratus enam puluh 
rupiah). 

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.092.303.000,00 
(satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah) 
yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; dan 
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp 1.092.303.000,00 (satu miliar sembilan 
puluh duajuta tiga ratus tiga ribu rupiah). 

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp 0,00 (no! Rupiah). 



8 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 17 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp 4.268.417.804.747,00 (empat triliun dua ratus enam puluh delapan 
miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu tujuh 
ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) 
diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 
(1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf a direncanakan sebesar Rp.3.210.879.288.738,00 (tiga triliun 
dua ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta 
dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh 
delapan rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja su bsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. J.505.584.784.640,00 (satu triliun lima 
ratus lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus 
delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp 1.553.081.883.410,00 (satu 
triliun lima ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh satu juta 
delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 0, (no! rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (no! rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 121.241.748.688,00 (seratus dua puluh 
satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat 
puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp. 30.970.872.000,00 (tiga puluh miliar 
sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua 
ribu rupiah). 
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9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 
diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 20 
(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf b direncanakan sebesar Rp 487.713.562.510,00 (empat 
ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta Iima 
ratus enam puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang terdiri 
atas: 
a. Belanja Modal Tanah; 
b, Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi; 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; 
f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana diroaksud pada ayat (!) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 3.402.694.100,00 (tiga milyar empat 
ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus 
rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.309.078.807,00 
(seratus empat belas miliar tiga ratus sembilan juta tujuh puluh 
delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana diroaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.391.896.971,00 
(seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan 
ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu 
rupiah). 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Jrigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp.182.339.721.089,00 
(seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan 
juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan 
rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 84.975.908.043,00 
(delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta 
sembilan ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah). 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
huruf e direncanakan sebesar Rp. 294.263.500,00 (dua ratus 
sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima 
ratus rupiah). 

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (!) dan ayat (3) cliubah, sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal23 
(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 515.431.631.156,00 (lima ratus 
lima belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga 
puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari: 
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a. Be]anja Bagi Hasil; dan 
b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua 
miliar Lima ratus juta rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 492.931 .631.156,00 (empat 
ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu 
juta enarn ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh enam 
rupiah) . 

11.Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran rr, Lampiran Ill., Lampiran IV, 

Lampiran V, dan Lampiran VI diubah , sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran I, Lampiran II , Lampiran 111 , Lampiran JV, 
Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bag:ian tidak terpisahkan 
dari Peratu ran Bupati ini. 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Jember. 

Diundangkan di J ember 
pada tanggal 27 Februari 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

ARIEF TYAHYONO, S.E. 
Pembina Utama Muda 

NIP.19661015 199602 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Plt. Kepala Bagi an H ukum, 

Penata . k. I 
NTP.19810529201101 l 004 

Ditetapkan di Jernber 
pada tanggal 27 Februari 2023 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

BERITA DAERAll KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 3 


